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Abstract: Public Policy Which Participatory and Communicative. Thisarticle summarizesthe
results of astudy to analyze how the process of defining urban planning policy issued by the City
Government Pangkal pinang particularly in the field of transportation. This policy is about one-
way regulation which wasenacted in 2011 on certain roads. The study was conducted to find out
what are the barriers to the implementation of participatory and communicative urban planning
policies. The research method uses a qualitative approach, descriptive analysis and use case
study design. Datas were collected through interviews, observation, and documentary studies.
The results showed that the policy of one-way streets that carried by the local government was
lessparticipatory. Not al stakeholdersareinvolved intheformulation of policy. The City Government
did not respond to City Council to delay implementation of the policy because it found many
problemsin the test phase. Communication iswoven by the City Government isalso less effective
so that the policy was not optimally socialized.

Abstrak: Kebijakan Publik yang Partisipatif dan Komunikatif. Penelitian yang bertujuan
menganalisis bagaimana proses penetapan kebijakan perencanaan kota yang dikeluarkan oleh
Pemerintah K ota Pangkal pinang khususnya dal am bidang transportasi. K ebijakan tersebut adalah
kebijakan satu arah (one way) yang diberlakukan padatahun 2011 padaruasjalan tertentu. Kajian
dilakukan untuk mengetahui apa saja hambatan penerapan kebijakan perencanaan kota yang
partisipatif dan komunikatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan
analisis deskriptif dan menggunakan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui
metode wawancara, observasi, dan studi dokumenter. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa
kebijakan jalan satu arah yang dilaksanakan pemkot kurang partisipatif. Tidak semuapihak terkait
merasa dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut. Pemkot jugatidak merespon keinginan
DPRD Kota untuk menunda implementasi kebijakan tersebut karena ditemukan banyak per-
masal ahan padatahap uji coba. Komunikasi yang dijalin oleh Pemkot jugakurang efektif sehingga
sosialisasi kebijakan tersebut tidak maksimal.
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PENDAHULUAN

Berbagai masalah yang melanda kawasan
perkotaan seperti banjir, permukiman kumuh,
kemacetan transportasi dan berbagai masalah
lainnya tidak dapat dilepaskan dari perma-
salahan kebijakan perencanaan kota. Peren-
canaan kotayang dilakukan secarabaik akan
dapat mengurangi atau menekan kuantitas per-
measal ahan yang sering menimpapenduduk kota

Perencanaan kotasebenarnyaada ah sebuah
wujud dari perumusan berbagal masalah di
perkotaan yang kemudian dijadikan sebuah
agendaintervensi, selanjutnya diimplemen-
tasikan, dan padatahap akhir dievauas gpakah
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kebijakan tersebut sudah diimplementasikan
Sesual perencanaan awal.

Wujud dari perencanaan kotayang tidak
terlepasdari ranah politik adalah adanyaber-
baga kebijakan yang mendapat dukungan
maupun penentangan dari masyarakat, dit politik,
hinggainternal birokras sendiri. Perencanaan
kotasebagai sebuah bentuk kebijakan publik
tak dapat dipungkiri diwarnai oleh konflik ke-
pentingan, pengaruh kekuasaan, dan faktor-
faktor lainnya Karenaitulah keterlibatan banyak
stakeholder diperlukan agar kebijakan peren-
canaan kota tersebut tetap berpihak kepada
pemenuhan kepentingan publik.
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Dalam UU No 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang Pasal 65 ayat (1) danayat (2)
disebutkan bahwa penyel enggaraan penataan
ruang dilakukan oleh pemerintah dengan me-
libatkan peran masyarakat. Peran masyarakat
tersebut meliputi partisipas dalam penyusunan
perencanaan tataruang, partispas dalam peman-
faatan ruang, dan partispas dalam pengenddian
pemanfaatan ruang. Ha ini jugadiperkuat dengan
Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pe-
ngendaian dan Evaluas Pel aksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Pada Pasal 3 dari PP
tersebut dinyatakan bahwa perencanaan pemba:
ngunan daerah dirumuskan secaratransparan,
respongif, efektif, efisen, akuntabel, partispatif,
terukur, berkeadilan, dan berkel anjutan. Sebe-
lumnya pada Permendagri No. 1 Tahun 2008
tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Per-
kotaan pasal 33 butir (a) jugadisebutkan bahwa
dalam penyusunan rencana, pel aksanaan, pe-
ngel olaan dan pengawasan perencanaan kawa-
san perkotaan mengikutsertakan masyarakat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan
daerah makasaah satuingtitus pelaksanayang
memiliki peranan penting adal ah Badan Peren-
canaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
M eskipun demikian Bappedatetap perlu mem-
perhatikan peran masyarakat seperti dinyatakan
dalam PP 8/2008 Pasal 5 ayat (4) bahwadalam
menyusun rancangan awal Rencana Pemba-
ngunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Bappeda
memintamasukan dari SKPD dan pemangku
kepentingan. Kemudian Bappeda juga harus
memperhatikan rencanatataruang sebagai acuan
utama dalam penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah (pasal 31).

K otaPangka pinang sebagal ibukotaProving
Babd saat ini terdiri dari tujuh kecamatan. Sebaga
sebuahibukotadari proving yangtergolongmash
muda, Pemkot Pangkal pinang berupaya me-
ngembangkan kebijakan perencanaan kotayang
sdl arasdengan perencanaan pembangunan daerah
(proving) secaraumum. BappedaK ota Pang-
kal pinang sebagal “ dapur” pembangunan daerah
didukung dinasterkait misanyadinastatakota
berupayamengembangkan kebijakan perenca-

naan kota yang selaras dengan UU No. 26
Tahun 2007 maupun PP No 8 Tahun 2008.
Tetapi adabebergpakebijakan Pemerintah Kota
(Pemkot) Pangkal pinang yang dinilai beberapa
pihak kurang memperhatikan aspiras masyarakat
dalam pembangunan pusat-pusat perdagangan
maupun penyediaan fasilitas publik. Misalnya
penerapan kebijakan jalan satu arah (one way)
di Jalan Sudirman yang memicu pro dan kontra.
Ini dibuktikan dengan terjadinyabeberapakali
aks demongtras dari €l emen masyarakat, sopir
angkutan kota, dan pedagang. K ebijakan Peme-
rintah K ota Pangka pinang dalam hal penetapan
jalan satu arah (One Way Traffic) di Jalan
Sudirman merupakan langkah awal untuk
membenahi masalah kemacetan yang mulai
terjadi di kotatersebut. Langkahtersebut dinilai
merupakan solus ingtan untuk mengatas masalah
perkotaan yang terjadi. Sebagai sebuahibukota
proving makaPangkal pinang mulai mengaami
berbagai masalah sebagal imbasurbanisas dan
dayatarik perkotaan yang dimilikinyabaik daya
tarik ekonomi maupunlainnya Sdahsatumasdah
perkotaan yang terjadi adalah pertambahan
jumlah kendaraan yang tidak seimbang sengan
pertumbuhan ruasjaan. Hinggabulan Januari
tahun 2011 tercatat 118.436 unit kendaraan di
Pangkal pinang (Bangka Pos, 19 Januari 2011).
Hal ini mengakibatkan bebergparuasjdanmula
mengalami kemacetan padajam tertentu.

Perencanaan partis patif adal ah perencanaan
yang dalam prosesnyamelibatkan rakyat baik
secaralangsung maupun tidak langsung (Abe,
2005). Sedangkan Perencanaan K omunikatif
menurut Hilden adal ah perencanaan berdasarkan
ide bahwasulusi-solusi yang diperoleh dapat
ditemui dalam proses dengan melibatkan semua
pemangku kepentingan. Perencanaantrangportas
ada ah kegiatan perencanaan S stem trangportas
yang sistematis dan bertujuan menyediakan
layanan transportasi baik saranamaupun pra-
sarana disesuaikan dengan kebutuhan tran-
sportas masyarakat di suatu wilayah sertatujuan
kemasyarakatanyanglain.

Konsep JSA pada hakekatnyaadal ah pe-
ngenddian ruasja an dengan menurunkanfrikg
yang terjadi antarakendaraan yang berlawanan
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arah. Jalan satu arah dilakukan dengan cara
permanen maupun satu arah sementara. Manfaat
JSA antaralain meningkatkan kapasitasjaringan
jalan, menurunkan angka kecelakaan, serta
memperoleh pembaharuan polaldulintasdaam
waktu singkat dengan biayarendah (Direktorat
BSLLAK Dirjen Perhubungan Darat, 1999)

Sedangkan aspek kebijakan publik menurut
Dye (1995) dapat didefinisikan sebagai segala
sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa
mereka melakukan, dan hasil yang membuat
sebuah kehidupan bersama tampil berbeda
(what government do, why they do it, and what
difference it makes). Dunn (2003) mengemu-
kakan bahwa kebijakan publik adalah pola
ketergantungan yang kompleks dari pilihan-
pilihan kolektif yang sding tergantung, termasuk
keputusan-keputusan untuk tidak bertindak,
yang dibuat ol eh badan atau kantor pemerintah.
Sementara Suharto (2007) menyatakan bahwa
kebijakan (policy) pada intinya merupakan
keputusan-keputusan atau pilihan tindakan yang
secara langsung mengatur pengelolaan dan
pendistribusian sumber dayaadam, finangd, dan
manusiademi kepentingan publik, yakni rakyat
banyak, penduduk, masyarakat atau warga
negara. K ebijakan padahakekatnyaadaah hasl
dari adanya sinergi kompromi, atau bahkan
kompetis antaraberbaga gagasan, teori, ideologi,
dan kepentingan-kepentingan yang mewakili
sistem politik suatu negara.

Definis lainnyayang hampir serupadiung-
kapkan Nugroho (2008), bahwa kebijakan
publik adalah keputusan yang dibuat negara
khususnyapemerintah, sebagai strategi merea-
lisasikan tujuan negarayang bersangkutan.

Dari berbagal definis terssbut dgpeat dirangkum
adanyatigadimens kebijakan publik seperti
diutarakan Bridgeman dan Davisdalam Suharto
(2007) yakni kebijakan publik sebagai tujuan,
pilihantindakan yanglegd, dan sebagal hipotesis.
Dalam kontekskebijakan publik ini, selain pe-
merintah selaku decision maker, jugaterdapat
parastakeholder kebijakan. Pemangku kepen-
tingan di sini adalah individu, kelompok, atau
lembagayang memiliki kepentingan terhadap
suatu kebijakan. Stakeholder kebijakanini bisa

berupaaktor yang terlibat dalam perumusan dan
implementas kebijakan, parapenerimamanfaat
maupun parakorban yang dirugikan oleh suatu
kebijakan publik. Terdapat tiga kelompok
stakeholder yakni stakeholder kunci, primer, dan
stakehol der sekunder (Suharto, 2007). Sedang-
kan proses kebijakan publik sendiri terdiri dari
tigatahgpan pokok, yakni formulag, implemented,
danevauas.

Dari berbagai definis tentang perencanaan,
kawasan perkotaan dan kebijakan tersebut,
dapat ditarik kerangkaberpikir bahwaperen-
canaan kotaadal ah sebuah prosesterusmenerus
dalam upayamembuat kebijakan yang terkait
dengan beberapafungs perkotaan. Selain hal
tersebut, kerangkaberpikir yang dipakai adalah
kebijakan perencanaan kotatidak hanyadituntut
bersifat partisipatif, tetapi saat ini telah terjadi
pergeseran paradigma. Seorang perencanatidak
hanyamampu berpikir rasional danteknokratis,
tetapi juga komunikatif. laharusmampu menjadi
seorang komunikator dalam proses politik yang
terjadi, yakni dapat mengkomunikasikan
kepentingan lembaga yang diwakilinya dan
mengartikulasikan kepentingan kelompok lain
(parastakeholder terkait).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah kebijakan perencanaan kotayang parti-
spatif dan komunikatif sudah diterapkan oleh
Pemkot Pangkal pinang khususnyada am pene-
tapan kebijakan Jalan SatuArah (JSA).

METODE PENELITIAN

Penditianini bertujuan untuk mengandisis
bagai mana proses pembentukan kebijakan pe-
rencanaan kotayang komuniketif dan partis patif
dilaksanakan sehingga sel aras dengan peren-
canaan pembangunan daerah secara makro.
K emudian mencobamengetahui apasgaham-
batan dalam proses perumusan, implementas
hinggaeva uas kebijakantersebut. Untuk meng-
andis spermasa ahan tersebut, makadigunakan
pendekatan kualitatif. Penelitianini didesain
menggunakan metode studi kasus untuk men-
jelaskan gejala atau kasus yang diamati, dan
menjel askan baga manaproseskebijakan peren-
canaan kotadi Pangkal pinang dilakukan. Pe-
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ngumpulan datadilakukan dengan bebergpacara
yakni wawancara, observasi, dan studi doku-
menter. Datayang terkumpul berupakata-kata
hasi| jawaban wawancaraatau gambar diolah
secarakuditatif yakni secarainduktif. Data-data
yang diperoleh dil gporkan sebagaimanaadanya.
Analisisdatadilakukan secarakuditatif dengan
membuat sintesisdari informasi-informas yang
diperoleh dari berbagai sumber ke dalam des-
krips yang koheren (saling berkaitan).

HASIL

K ebijakan perencanaan kotabidang tran-
sportasi yang dilaksanakan oleh Pemkot
Pangkal pinang tidak terlepas dari kebijakan
penataan ruang wilayah K ota Pangkal pinang.
Secara umum tujuan penataan ruang Kota
Pangkal pinang add ah mewujudkan K ota Pang-
ka pinang sebagal pusat pel ayanan pemerintahan
serta perdagangan dan jasaskaaregiona yang
menunjang kegiatan pariwisatadengan konsep
water front city agar terwujudnya kota yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
(Badan Perencanaan pembangunan Daerah
K otaPangkal pinang, 2010). Sgjalan dengan hal
tersebut makasal ah satu sektor yang memang
direncanakan Pemkot untuk ditataada ah bidang
transportad.

Kebijakan yang dijalankan oleh Pemkot
Pangkal pinang adal ah peningkatan fungs kota
sebagal pusat perdagangan dan jasa. Untuk
mewujudkan hd itu makaharusdidukung dengan
sistem transportasi yang baik. Penataan tran-
sportasi ini dilakukan untuk meningkatkan
aksesibilitasantar pusat-pusat kegiatan sehingga
terjadi pengembangan kotayang lebih merata,
kemudian penataan terhadap arah pergerakan
penduduk dalam rangkamemeratakan penduduk
bagi setiap kawasan permukiman. Selainitu,
kebijakan bidang transportad ini dirasskan sangat
perluuntuk mengantispas fenomenakemacetan
yang sering terjadi di daerahlain.

Hasi| observas yang dilakukan pendliti, di
beberapatitik perssmpangan di Pangkal pinang
memang sering terjadi antrian panjang padasaat
jam sibuk, utamanya pagi hari antara pukul
07.00-09.00 WIB. Hal ini merupakan pe-

mandanganyangtidak dijumpal sekitar 10tahun
yang lalu. Faktaini menandakan bahwa per-
tumbuhan jumlah kendaraan tidak lagi ber-
banding lurus dengan pertumbuhan jalan.
Ditambah dengan kondis bahwasebagian besar
tempat tinggal penduduk K ota Pangkal pinang
terkonsentrad di pusat kota(K ecamatan Rangkui)
dengan kepadatan rata-rata 30-40 bangunan/Ha.

Tabel 1. Panjang Ruas Jalan di Pangkalpinang
Menurut Lapisan Permukaan Tahun

2009
Panjang Jalan
Jenis Jalan Length of
No Type of Roadbed Roadway (Km)
2009
1. | Jalan Hotmix / Hotmix Roadway 278.400
2. | Jalan Lapen / Lapen Roadway 1.0743
3. | Jalan Tapyt / Tapyt Roadway 1.645
4 .g{acl) :;ﬁ:;/u Pecah / Gravel 3580
5. | Jdlan Tanah Puru/ Lane 25.485
Jumlah / Total 314.628

Sumber: Bappeda Kota Pangkalpinang, 2010

Sedangkan jumlah kendaraan di Kota
Pangkal pinang dari tahun ke tahun terus ber-
tambah. Hinggatanggd 17 Januari 2011 terdapat
118.436 unit kendaraan di Pangkal pinang.
Jumlahtersebut belum termasuk kendaraanyang
masih menggunakan nomor polisi nomor luar
daerah atau belum dimutas.

K ebijakan perencanaan bidang transportas
di Kota Pangkal pinang sebenarnya sudah di-
lakukan sgjak jauh-jauh hari. Misalnyadengan
kajian dari Sekolah Tinggi Transportas Darat
(STTD) pada tahun 2008. Kemudian dalam
rencana RTRW Kota Pangkalpinang 2010-
2030 juga sudah direncanakan penataan ter-
hadap sistem transportasi darat. Penataan ter-
sebut bertuj uan bertujuan untuk mengembangkan
keterhubungan antar pusat kegiatan dan mem-
perkuat sistem pergerakan antar wilayah baik
internal maupun eksternal. Kemudian peren-
canaan jaringan jalan merupakan bagian dari
upaya untuk meningkatkan keterkaitan antar
pusat kegiatan dan kemudahan pergerakan antar
kawasan di wilayah perencanaan. Salah satu
dasar pertimbangan dalam pembentukan rencana
sistem jaringan pergerakan di kawasan peren-
canaan adalah mengoptimalkan fungsi jalan
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melalui penataan pemanfataan ruang di sepan-
jangjaan, khususnyapadajdan-jdanlamayang
membentuk struktur ruang di pusat kota.

Pada konsep tentang perencanaan yang
sudah di sebutkan sebel umnya, salah satu unsur
pokok untuk mendapatkan asumsi-asums awal
perencanaan ada ah adanyafaktal apangan. Hal
ini dilakukan Dishubkominfo K ota Pangkal-
pinang dengan mengadakan survei di jalan
protokol KotaPangkal pinang khususnyaJalan
Sudirman. Survel tersebut dilakukan untuk me-
ngetahui kondis aruslalulintasdi KotaPang-
kalpinang. Hasil dari survei tersebut adalah
jumlah kendaraan yang melintasdi Jalan Sudir-
man baik padahari kerjamaupun hari libur rata-
rata’5.200 unit kendaraan per jam. Jikadikal-
kulaskan dengan aruslaulintasyang melintas
di lokas tersebut makarata-ratadi setigp sudut
persimpangan (setiap lampu merah) di perem-
patan Jalan Sudirman akan terdapat 52 kenda-
raan. Dengan perkiraan bahwa durasi lampu
hijau adalah sekitar 24 detik, pihak Dishub-
kominfo memperhitungkan bahwa hanya 24
kendaraan yang bisakeluar dari setiap perem-
patan ketikalampu lalulintas padaposis hijau.
Hal ini mengakibatkan kendaraan rodaempat
harusterkenalampu merah hingga2-3 kali.

Kgianteknisdari Dishubkominfojugame-
nyebutkan bahwada am 1 bulan jumlah kenda-
raan yang masuk ke Provins BangkaBelitung
menggunakan kapal barang dari Pelabuhan
Pangkal balam adal ah sebanyak 640 unit. Ini
berarti dalam satu tahun ada 7.680 unit kenda-
raan yang masuk ke Proving Babd . Dari jumlah
7.680 unit tersebut, kemudian diperkirakan
sekitar 25 % atau 1.920 unit menetap di Pang-
kal pinang. Sisanyamenyebar ke daerah-daerah
laindi Proving Babdl.

Hasi| kgjian teknistersebut menjadi dasar
bagi Dishubkominfo untuk membuat asumsi
bahwa apabilahal tersebut tidak diantisipasi,
makadalam jangkawaktu 5 tahun mendatang
akan terjadi kemacetan total di KotaPangkal-
pinang. Hal ini dikarenakantidak adanyapenam-
bahan jumlah dan lebar jaan.

Ddam kgiannyaDishubkominfo menawar-
kan bebergpadternatif pemecahan masdahyakni:

a) Dilakukanpelebaranjaan
b) penataan kembdi perparkiran kota
¢) perbaikan saranadan prasaranalalulintas
d) penataan kembali arus lalu lintas di Kota
Pangkelpinang

Dengan alasan keterbatasan APBD, Dis-
hubkominfomemutuskenmemlilihdternatif yang
terakhir yakni penataan kembdli aruslaulintas
di KotaPangkal pinang dalam bentuk perubahan
aruslaulintasmenjadi satu arah di Jalan Sudir-
man. Hd ini dikemukakan oleh Kabid Perhubu-
ngan Darat Dishubkominfo K otaPangkal pinang
daamlaporan hasil ujicobaJSA.

Sebagal tindak lanjut dari rencanatersebut,
Dishubkominfo mel aksanakan berbagai rapat
perencanaan dan koordinasi. Dari beberapa
agendarapat yang dil aksanakan tersebut terlihat
bahwa dalam jangkawaktu 1 bulan memang
dilaksanakan rapat-rapat intensf sebaga bagian
dari kegiatan perencanaan JSA. Meskipn
demikian, tidak terlihat adanyaupaya Dishub-
kominfo untuk |ebih mengintensifkan upaya
sosalisas kepadapihak-pihak terkait yang akan
| ebih merasakan dampak dari kebijakantersebut.
Misalnya upaya sosialisas kepada para pe-
ngemudi angkutan kota. Tercatat selamabulan
Maret hanyadilakukan sekali pertemuan dengan
pengurus Persatuan Mobil Penumpang. Ter-
masuk sosialisasi atau rapat dengan para pe-
dagang yang beradadi sepanjang JSA nampak-
nyatidak dilakukan. Padatahap perencanaan
ini DPRD K ota Pangkal pinang memang ikut
dilibatkan, bahkan ikut menyetujui penggunaan
danaRp 100 Juta untuk keperluan sosialisas
penerapan JSA.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh
Dishubkominfo dilakukan mulai tanggal 1-25
April 2011 sebagai bagian dari ujicobasdlama
3 bulan. Selamatahap ujicobaini terjadi bebe-
rapakali aks demonstras dari berbagai elemen
masyarakat yang menolak kebijakan JSA.
Misdnyaparasopir angkot dari berbagal jurusan,
Alians Masyarakat Pangka pinang Menggugat
(AMPM), pedagang dan pengusahapada hari
Rabu (13 April 2011) melakukan demo untuk
meminta Pemerintah Kota Pangkal pinang
menghentikan JSA (http://babel.polri.go.id/




78 Jurnal Kebijakan Publik, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2012, him. 59-141

layanan-publik/1070.html). Kemudian tanggal
20 April 2011 massa yang tergabung dalam
Alians Masyarakat Pangkal pinang M enggugat
yang terdiri dari mahasiswa, ormas, dan sopir
angkot kembali mengadakan aksi damai di
sepanjang Jalan Sudirman. Aks tersebut sebagal
buntut kekesalan merekaataskebijakanwdikota
Pangkal pinang yang memberlakukan jalan satu
arah. (http://images.bangkapos.com/detail
fotonews.php?d=4660, didownload 14 De-
sember 2011).

Berbaga aks demondrad ini tidak membuat
Pemkot membatalkan ujicoba JSA tersebut.
Kurangnyasosialisas yang dilakukan Pemkot
diakui sendiri oleh pihak Dishubkominfo dalam
dokumen hasil evaluasi pel aksanaan kegiatan
sosialisasi dan uji coba JSA. Dalam laporan
tersebut disebutkan bahwapel aksanaan uji coba
JSA berjalan cukup lancar, tertib dan aman
walaupun terjadi gejolak beberapakali yang
disebabkan kurangnyasosidisas terhadap mas-
yarakat luas.

Dari berbagal kutipan beritamaupun hasl|
wawancarayang telah dilakukan, dapat diana-
lis sbahwakegiatan perencanaan yang dilakukan
oleh Pemkot terkesan kurang matang dan ter-
buru-buru untuk diimplementasi kan menjadi
sebuah kebijakan. Secara teoritis, kegiatan
perencanaan adalah adal ah proses membuat
aternatif kebijakan berdasarkan asumsi dan
tujuan yang ingin dicapai dengan memperhi-
tungkan sumber dayayang ada. Dari serangkaian
kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh
Pemkot Pangkal pinang secarateoritissudah be-
rada pada alur yang benar. Dimulai dengan
adanyaasums-asumsi berdasarkan fakta. Fakta
bahwa pertumbuhan jalan tidak sebanding de-
ngan pertumbuhan kendaraan, mendorong
Pemkot memikirkan sebuah langkah penang-
gulangan sekaligusantispas ke depan. Serang-
kaian dternatif kebijakan dibuat dan akhirnya
yang dipilih adal ah kebijakan Jalan SatuArah
(JSA). Tujuan kebijakan tersebut adal ah untuk
mengatas kemacetanyang mulai terjadi di bebe-
rgparuasjdantertentukhususnyaJdan Sudirman.
Tetapi kemudian yang menjadi permasalahan
adalah pada tahap perencanaan ini kurang

melibatkan banyak pemangku kepentingan
(stakeholder). Seperti yang sudah disebutkan
sebelumnya, sain pihak kepolisanyang meng-
kritik kebijakan tersebut, bebergpapihak lainnya
jugamenyatakan bahwa kebijakan ini kurang
partispatif.

Untuk membuktikan kel uhan Organdaten-
tang jarak tempuh angkot, berikut ini disgjikan
data panjang rute angkot yang tetap ataupun
mengalami perubahan pascaJSA:

Tabel. 2 Perubahan Panjang Rute Angkutan
Kota

No Nama PMP Panjang | Panjang | Selisih
Trayek | Trayek Jarak
Lama Baru
1 PMP 44Km | 54Km 1Km
Cenderawasih
2 PMP Mdati 9,6km | 9,6 Km | Normal/
Tetap
3 PMP Merapin 44Km | 48Km 400
Jaya meter
4 PMP Kutilang 3,3Km | 43Km 1Km
5 PMP Merpati 52Km | 56Km 400
Putih meter
6 PMP Kenari 35Km | 35Km | Normal
7 PMP Selindung 57Km | 75Km | 1,8 Km

Sumber: Dishubkominfo Kota Pangkalpinang, 2011

Pernyataan dari perwakilan Organdadan
pengusahadapat dianalisis bahwakonsep pe-
rencanaan partispatif belum sepenuhnyadilak-
sanakan dalam perumusan kebijakan JSA ini.
Perencanaan partisipatif sebagal sebuah peren-
canaan yang daam prosesnyameibatkan rakyat
baik secaralangsung maupun tidak langsung,
tidak terlihat dalam proses perumusan kebijakan
JSA ini. Dari catatan pertemuan rapat yang
dilaksanakan pihak Dishubkominfo selamall
kali, hanyasatu kali dilaksanakan rapat yang
melibatkan unsur di luar pembuat kebijakan
(decision maker) yakni pengurus PMP.

Setelah perencanaan dilakukan dan dipilih
satu aternatif kebijakan yakni penetapan Jalan
SatuArah, dilakukan ujicobamulai tanggal 1
April hingga30 Juni 2011. Semulaujicobadiren-
canakan hanyaberlangsung 1 bulan tetapi kemu-
dian diubah menjadi 3 bulan. Hal ini semakin
mengindikasikan bahwakebijakanini dari awal
tidak terkonsep dengan matang dan sangat
bergfat trial and error. Selama45 hari pertama
(1April-15Mei 2011) merupakan masaujicobal
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sosialisasi di lapangan yang dilakukan Pihak
Dishubkominfo didampingi kepolisian, dan
Satpol PP. Sedangkan 45 hari berikutnya (16
Mei-30 Juni 2011) dil akukan pengawasan dari
luar, pihak Dishubkominfo hanyasesekali ke
lgpangan. Tahapanimplementas ini dilaksanakan
dengan kurang memperhatikan saranapenunjang
yang ada, misalnyarambu-rambu/markajaan.
Menurut Kabid Perhubungan Darat Dishub-
kominfo K ota Pangka pinang, pihaknyamemer-
lukan 352 rambu untuk mendukung JSA.
K enddanyapadasaat pd aksanaan|elang, panitia
pengadaan tidak mau mel aksanakan kegiatan.
Kendaadi lapangan tidak adakecuali masya-
rakat yang menolak. Implementas kebijakan
JSA tersebut kemudian menuai pro dan kontra.

PEMBAHASAN

Secarateoritis, dalam konteks kebijakan
publik ini, selain pemerintah selaku decision
maker, jugaterdapat parastakeholder kebijakan.
Pemangku kepentingan disini adalahindividu,
kelompok, atau lembagayang memiliki kepen-
tingan terhadap suatu kebijakan. Stakeholder
kebijakan ini bisa berupa aktor yang terlibat
ddam perumusan dan implementas kebijakan,
parapenerimamanfast maupun parakorbanyang
dirugikan oleh suatu kebijakan publik. Stake-
holder kunci dalam hal ini adalah Pemkot
Pangka pinang medui Dishubkominfo. Kemudian
stakeholder primer adalah mereka yang me-
miliki kepentingan secaralangsung dengan ke-
bijakan, dan biasanyadilibatkan langsung ddam
proses pengambilan keputusan. Stakeholder
primer ini mencakup masyarakat dan tokoh
masyarakat yang diidentifikas akan terkena
dampak positif maupun negatif dari sebuah
kebijakan. Kemudian stakeholder sekunder
adalah merekayang tidak memiliki kaitan atau
kepentingan langsung dengan suatu kebijakan
namun memiliki kepedulian dan perhatian se-
hingga turut bersuara untuk mempengaruhi
kebijakan pemerintah.

Daam perumusan hingga implementasi
kebijakan JSA, banyak stakeholder primer
maupun sekunder yang seharusnyadilibatkan.
Namun dalam kenyataannya pihak Pemkot/

Dishubkominfo hanya melibatkan segelintir
elemen masyarakat.

Suharto (2007) menyebutkan bahwataha
pan implementasi kebijakan melibatkan se-
rangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan
kepadapublik mengenai pilihan kebijakanyang
diambil, instrumen kebijakan yang digunakan, saf
yang akan mel aksanakan program, pelayanan-
pelayanan yang akan diberikan anggaran yang
telah disigpkan, dan laporan-laporan yang akan
dievaluasi. Dalam sebuah implementasi kebi-
jakan akan menemui berbagai hambatan seperti
keterbatasan sumber daya, kurang jelasnya
pembagian otoritasdiantaralembagapel aksana,
kekakuan birokrasi, dan perbedaan kepentingan
diantara berbagai pihak. Melihat kasus JSA,
makayang menjadi permasalahan dalamim-
plementasinya adalah pada proses pemberi-
tahuan kepadapublik mengenai pilihan kebijakan
yangdiambil.

Prosesimpelementasi kebijakan JSA ini
dapat puladitinjau dengan menggunakan model
Grindle. Menurut Grindle(dalam Riant Nugroho,
2008) bahwakeberhasilanimplementas kebi-
jakan ditentukan oleh dergjat implementability
dari kebijakan tersebut. 15 kebijakan mencakup
hal-hal berupakepentingan yang terpengaruhi
oleh kebijakan, jenismanfaat yang akan dihasil-
kan, dergat perubahan yang diinginkan, ke-
dudukan pembuat kebijakan, pelaksanaprog-
ram, dan sumber daya yang dikerahkan.
Keunikan modd Grindleterletak padapemaha
manyang komprehensf akan kontekskebijakan
khususnya tentang implementor, penerima
implementas, dan arenakonflik yang mungkin
terjadi di antara aktor implementasi, serta
kondis-kondis sumber dayaimplementas yang
diperlukan.

Daam konteksimpelementasi kebijakan
JSA, bahwa dergjat impelementability kebi-
jakan JSA sangat tinggi. Sangat el astergambar
berbagal kepentingan yang terpengaruhi dengan
adanyakebijakan tersebut, yaitu kepentingan
masyarakat umum parapenggunajalan, sopir
angkutan kota, dan pengusaha/pedagang. Jenis
manfaat serta dergjat perubahan yang akan
dihasi|kan adalah berkurangnyakemacetan di
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pusat kotadanterjadinyadidribus ldulintasserta
pemerataan aktivitasekonomi. Kemudian kedu-
dukan pembuat kebijakan sudah jelas, yakni
pemkot sebagai decision maker/regulator,
pelaksana program adalah Dishubkominfo
dengan didukung oleh unsur lainnya seperti
kepolisian. Sedangkan masalah sumber daya
merupakan sebuah kenda ayang dapat menurun-
kan dergjat implementability kebijakan JSA
karenasarana pendukung seperti rambu-rambu
meas hkurang jumlahnya.

Dengan menggunakanmodd Grindle, terlihat
jugabahwamuncul arenakonflik di antarapara
aktor implementas, yakni konflik antaraPemkot
dengan aktor lainnyaseperti sopir angkutan kota,
L SM, mahasi swa, pengusaha, maupun masyara-
kat umum. Kemudiankonflik antaraDPRD Kota
dengan Pemkot misalnyamenyangkut masalah
medianjdandi J Sudirmandimanapihak DPRD
tidak setuju median jalan dibongkar.

Setelah ujicobadan sosdisas dilaksanakan
selamahampir 1 bulan, pihak Dishubkominfo
melakukan evaluasi sementara. Berdasarkan
laporan hasil evaluas pelaksanaan kegiatan
sosialisas ujicobaJSA yang dibuat oleh pihak
Dishubkominfotangga 26 April 2011 (dokumen
terlampir) disebutkan bahwa pel aksanaan
ujicoba JSA berjalan cukup lancar, tertib, dan
amanwaaupunterjadi ggolak bebergpakai dari
unsur masyarakat. Hal tersebut berdasarkan
analisis Dishubkominfo terjadi dikarenakan
kurangnyasosidisas terhadap masyarakat luas.
Meskipun demikian pihak Dishubkominfo
menegaskan bahwaberdasarkan hasi| pantauan
dari tangga 1-25April 2011, masyarakat Kota
Pangkal pinang dapat menerimadan mematuhi
aturan lalu lintas yang diberlakukan. Dishub-
kominfo kemudian berpendapat bahwaujicoba
JSA sudah berhasil dil aksanakan.

Sedangkan terkait dengan masaah sosidli-
sasi JSA, dari 25 orang penggunajalan yang
sempat diwawancara oleh pendliti, sebanyak 10
orang menyatakan bahwa merekamengetahui
dari surat kabar, sedangkan limaorang lagi me-
ngetahui dari orang lain/teman. Sementaraketika
ditanyakan tentang meksmd tidaknyasosdisas
yang dilakukan pihak Pemkot, semuainforman

(penggunajdan) yang diwawancara menyatakan
bdummaksmal.

Secara teoretis, evaluas menurut Dunn
(1999) berkaitan dengan produksi informasi
mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.
Kemudianimplementas kebijakan dibagi tiga
menurut timing evaluasi, yakni sebelum dilak-
sanakan, pada waktu dilaksanakan (evaluasi
proses), dan setelah dilaksanakan. Evaluas
sementarayang dilakukan pihak Dishubkominfo
terkait ujicobaJSA dapat digolongkankedalam
evauas proses. Meskipun pihak Dishubkominfo
sudah membuat evaluas proses, tetapi peneliti
berpendapat bahwahas| evaluas terssbut bedlum
maksimal karenatidak memberikan gambaran
bagaimanakondis laulintasdi J Sudirmandan
jalan pendukung lainnyasetelah uji cobadilak-
sanakan. Padahal dasar pemikiranimplementas
JSA add ah adanyapertambahanjumlah kendaraen
di KotaPangkal pinang tidak sesuai lagi dengan
jumlah dan lebar jalan di K ota Pangkal pinang.
K emudian maksud dan tujuan awd implementas
kebijakan JSA adalah penataan kembali arus
transportasi di K ota Pangkal pinang yang kon-
disinyasudahtidak relevan antarajumlah ken-
daraan dan |ebar jalan, sehinggaaruslalulintas
dapat lancar dantertib sertakece akaanldulintas
dapat terkurangi.

Sdah satumodd evauad yang dapat dilaku-
kan pihak Dishubkominfo addahmodd evdues
ketepatan (Bridman dan Davisdalam Suharto,
2007). Evduas ini dilakukan untuk membantu
pembuat kebijakan dalam menentukan gpakah
sebuah program baru perlu dibuat, atau apakah
program yang sudah ada harus dipertahankan.
Dengan katalain, gpakah kebijakan JSA tersebut
benar-benar menghasilkan sesesuatu yang ber-
gunabagi masyarakat umum. Pihak Dishub-
kominfobisajugame akukanevaduas efektivitas
untuk melihat gpakah hasl yang diinginkantelah
tercapal.

Daam hasil evaluasi sementarayang di-
lakukan pihak Dishubkominfo per tanggal 26
April 2011, tidak tergambar bagaimanadampak
kebijakan JSA terhadap arus transportasi di
Kota Pangkal pinang. Belum terlihat apakah
kebijakan JSA tersebut sudah sesual dengan hasll
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atau tujuan yang diinginkan semula. Hanya
tergambar bahwamasyarakat sudah menerima
dan mematuhi aturanlaulintas (kebijakan JSA).
Hal lainnyayang tidek tergambar ddamevaluas
proses tersebut adalah masalah rekomendasi.
Idealnyasebuah evaluas kebijakan dapat me-
nyediakan datadan informas yang bisadiper-
gunakan untuk menganalisis kebijakan dan
menunjukkan berbagai rekomendasi bagi per-
baikan implementasi kebijakan. Meskipun
evauas prosestersebut tidak menegaskan secara
nyatarekomendas agar kebijakan JSA diterus-
kan, tetapi nampaknyahasi| evaluas sementara
tersebut jugamenjadi salah satu pertimbangan
bagi Pemkot untuk mempermanenkan kebijakan
JSA. Meskipunhasil evduas akhir bdumsdesa
dibuat dan dibahas dengan para stakeholder
termasuk DPRD, tetapi pihak Pemkot sudah
menetapkan kebijakan JSA tersebut menjadi
sebuah kebijakan permanen melaui Keputusan
Walikota Pangkal pinang no 298 tanggal 14 Juli
2011. Penetapan kebijakan tersebut semakin
mengundang pro dan kontra yang sekaligus
memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut
adal ah kebijakan strategis Pemkot yang bersifat
top down. Tidak dilibatkannyapihak laindalam
penetapan kebijakan JSA secarapermanenini
diakui Ketua Komisi A DPRD Kota Pang-
kalpinang M Rusdi di Harian Radar Bangka
tanggal 22 Juli 2011.

Sebagai sebuah kebijakan strategispemkot
untuk mengatasi permasalahan yang bersifat
insidentil, maka pihak pemkot berargumen
bahwa pengesahan kebijakan JSA tidak perlu
melibatkan persetujuan DPRD. K ebijakan JSA
cukup disahkan melalui K eputusan Walikota,
tidak perlumelalui Perda. Terhadap permasa-
lahan penetapan kebijakan JSA secarapermanen
ini, secarateoretistelah disinggung sebelumnya
bahwa perencanaan yang komunikatif adalah
perencanaan berdasarkan ide bahwa solusi-
solus yang diperoleh dapat ditemui dalam proses
dengan melibatkan semuastakeholder. Ideginya
dalam penetapan kebijakan JSA secaraperma
nenini, Pemkot melalui Dishubkominfo tetap
membangun dia og dan komunikas yang sehat
dengan berbagai pihak. Misalnyadengan pihak

DPRD Kota. Jkadidahului dengan penyerahan
has| evaluas akhir dan pembicaraan yang komu-
nikatif, makaJSA sebagai solus kemacetan di
Kota Pangkalpinang tidak akan menemui
resistensi yang besar. Bagaimanapun DPRD
Kota sebagai representasi rakyat akan dapat
menjadi jembatan komunikas antaramasyarakat
luas dengan Pemkot. Aspek ini yang kurang
diperhatikan oleh Pemkot. DPRD K otasdl ayak-
nyatidak hanyadilihat sebagai sebuahinstitus
tetapi jugamerupakan personifikas dari mas-
yarakat |uas yang berkepentingan dan terkena
imbasdari kebijakan JSA.

Daam konteks penetapan JSA ini, penditi
melihat bahwakonteks permasa ahannyabukan
kepadabentuk legal forma kebijakanitu apakah
Perdaatau hanyaberbentuk K eputusanWalikota
Tetapi |ebih kepadakeinginan DPRD Kotaagar
eksistens dan keberadaan ingtitusinyadihargai
meladui forumdidog. Hinggasaet ini DPRD Kota
merupakan satu-satunyalembagayang dapat
menyuarakan secaralangsung aspiras masya-
rakat dalam bidang perencanaan kotadi Pang-
kalpinang mengingat belum adanya Forum
Masyarakat Perkotaan seperti diamanatkan
daam Pasal 33 Permendagri No. 1 Tahun 2008
tentang Pedoman Perencanaan K awasan Perkotaen.
Lembagalainnyayang bisadigak untuk mem-
bahaskebijakan JSA tersebut sebenarnyaadaah
Dewan Transportas Kota. Tetapi hinggasaat ini
tidak terdengar kiprahnya. Hal ini juganam-
paknyamenjadi sa ah satu alasan yang membuat
kebijakan JSA tersebut implementasinyasangat
terkesan top down dan kurang partisipatif serta
tidak komunikatif. Pihak Pemkot sepertinya
bingung untuk mencari e emen masyarakat atau
perwakilaninterest group yang dinilai tepat untuk
berdialog. Bisa pula masalah waktu, karena
semakin banyak demenyang terlibat makadapat
dipastikan pembahasan JSA akan berlarut-larut
meski pun telah diujicoba.

SIMPULAN

Proses penetapan K ebijakan Perencanaan
K otaPemkot Pangka pinang tentang JSA kurang
partispatif mulai dari perumusan, implementas
hingga tahap evaluasi. Meskipun sosialisasi
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dilakukan tetapi kurang maksimal. Komunikas
yang dijain Pemkot jugakurang efektif sehingga
banyak pihak merasakurang dilibatkan dalam
penetapan kebijakan JSA. Perencanaan perlu
dibuat |ebih matang, evaluasi setelah ujicoba
kebijakan dilakukan bersama-samapihak lain
sebel um menetapkan sebuah kebijakan menjadi
kebijakan permanen. Khusus menghadapi ren-
canakebijakan JSA Tahap 1, ujicobatetap perlu
dilakukan. Sebelum ditetapkan menjadi ke-
bijakan permanen hendaknya hasil evaluasi
dibahas bersamaterlebih dahulu dengan stake-
holders terkait. SebaiknyaPemkot mengadakan
pembi caraan dan pendekatan persuasif dengan
DPRD Kotamengena pembongkaran median
jalan agar kepentingan pengusahayang berada
di sisi kanan JSA Sudirman juga bisa ter-
akomodir. Perlu adanyasurvey tentang perban-
dinganjumlah kendaraan yang parkir di kiri dan
kanan jalan dalam satu hari.
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